BUPATI TANGERANG
PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR &6 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

BUPATI TANGERANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021
tentang Penerapan Manajemen Risiko;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Daerah dengan menetapkan Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04
Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Risiko pada
Pemer intah Daerah;

bahwa peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a, belum mempedomani ketentuan dalam Peraturan
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 04 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan

Risiko pada Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;

d bahwa...



Menginigat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Manajemen Risike Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tangerang,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daecrah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersith dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomeor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150});

5. Undang-Undang...



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679}

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata
Cara  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan

Daerah;

12. Peraturan.. .
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daecrah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2015
tentang Piagam Audit Pemerintah Kabupaten Tangerang
Intern (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015
Nomor 109);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG.

BABI...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksaflaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tangerang.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Inspektorat Kabupaten Tangerang yang selanjutnya
disebut Inspektorat adalah PD yang merupakan aparat
pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab
langsung kepada Bupati.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah daerah.

Unit Pemilik Risiko adalah unit kerja yang bertanggung
jawab melaksanakan pengelolaan Risiko Risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas
memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Unit
Pemilik Risiko di lingkungan Pernerintah Daerah dan PD.
Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran PD.

Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan
pengendalian yang sudah ada.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko
yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk

menetapkan level atau status Risikonya;

12. Identifikasi . ..



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa,
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat
terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap
pencapaian tujuan.

Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan
kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis,
evaluasi, penanganan, monitoring, dan reviu yang
dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat
RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang
akan dilakukan oleh PD.

Reviu adalah penelaahan wulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkajan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau
vang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi  keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapail tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran PD yang sclanjutnya disebut
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

Maksud disusuninya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Daerah untuk

melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3...



Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk

memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah

@)

(1)

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 4

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas
tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis
PD, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:

a. pehgembangan budaya sadar Risiko;

b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan

c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan

sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah

Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. soslalisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai
di selurub tingkatan organisasi di setiap satuan
kerja;

b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan
organisasi; dan

¢. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian

yang mendukung penciptaan budaya Risiko.

(3) Bentuk...



(3)

(1)

(2)

(3)

Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a  pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan
keputusan;

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen
Risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik;
dan

d.  pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses

organisasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur

pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:

a Bupati sebagali penanggung jawab pengelolaan
Risiko;

b.  Sekretaris Daerah sebagai koordinator
penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah;

¢.  Bupati dan Pimpinan PD sebagai Unit Pemilik Risiko;

d. Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

e.  Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, berwenang

menetapkan arah  kebijakan  pengelolaan  Risiko

Pemerintah Daerah;

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang
mengooordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah;

(4) Bupati ...



(@)

()

©)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Bupati dan pimpinan PD sebagai Unit Pemilik Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko
lingkup kerjanya;

Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan
pengelolaan Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah dan PD;

Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang
memberikan keyakinan yang memadal atas penerapan

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Bupati sebagai ketua,

b.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
koordinator merangkap anggota; dan

¢.  Kepala PD sebagai anggota.

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko
Pemerintah  Daerah yang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan
Risiko di lingkungan Pemerintah Daergh;

b. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan Risike yang disampaikan

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8
Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab
pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

ayat (1) huruf c terdiri atas:

a Unit...



(2)

3)

(4
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a  Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah;

b. Unit Pemilik Risiko tingkat esselon I, dan

c. Unit Pemilik Risiko tingkat esselon Il dan esselon IV.

Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki

tugas:

a menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat
Pemerintah Daerah,;

b. menyusun rencana Kerja pengelolaan Risiko di
tingkat Pemerintah Daerah;

c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah
Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Unit Pemilik Ristko Tingkat esselon II sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b memiliki tugas:

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit
esselon I pada PD masing-masing;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di
tingkat unit esselon II pada PD masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Unit Pemilik Risiko tingkat esselon II dan esselon IV

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memiliki

tugas:

a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko,

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 9
Proses pengelolaan Risiko meliputi:
a  identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian Risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d.  informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan.
Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses
manajemen secara Keseluruhan, menyatu dalam budaya
organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis

organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 10

Identifikasi  kelemahan  lingkungan  pengendalian
diperlukan untuk menentukan rencana penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub

unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf..
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Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 11

(1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi
Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan
instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan
pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil
Risiko.

{2) Penilaian Risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. ftujuan strategis (entitas} PD; dan
¢. tujuan operasional {(kegiatan} PD.

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan
Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra
PD.

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA
PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.

(6) Proses penilaian Risiko meliputi
a.  penetapan konteks/tujuan;

b. Identifikasi Risiko; dan

C. Analisis Risiko.
Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan

konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 13 . ..



(2)

)

t4)

(1)
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Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk
menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai
dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga
tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah,
konteks strategis (entitas) PD dan konteks operasional
{kegiatan).

Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah
ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah
Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum
dalam dokumen Renstra PD.

Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan
berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam

dokumen RKA PD.

Pasal 14

Penetapan  kriteria  penilaian  Risiko  bertujuan
memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas Risiko.

Kriteria penilaian Risiko meliputi:

a. skala dampak Risiko;

b. skala kemungkinan Risiko; dan

c. skala tingkat Risiko.

Pasal 15

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi
Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di
lingkungan Pemerintah Daerah vang meliputi tujuan
strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD,

dan tujuan operasional (kegiatan) PD.

(2) Tahap . ..
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(2) Tahap pelaksanaan ldentifikasi Risiko meliputi kegiatan:
a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat
pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko,

sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
b.  mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko

dalam daftar Risiko.

Pasal 16

(1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan
nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai
kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1)
suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai
informasi untuk menciptakan rencana tindak
pengendalian.

(3} Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan
Risiko;

b. memvalidasi Risiko;

c¢. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan; dan

d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga

Kegiatan Pengendalian

Pasal 17
(1} Xegiatan pengendalian merupakan tahap untuk
mengimplementasikan RTP.
(2} Implementasi RTP meliputi kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang
antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau
prosedur; dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian,

Paragraf..
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Paragraf Keempat

Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan
telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian,  proses,
penilajan Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan
sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam

melakukan penge¢lolaan Risiko.

Paragraf Kelima

Pemantauan

Pasal 19

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa
pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara
ber jenjang mulai dari Bupati, Kepala PD (pejabat esselon
1)), Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala Bidang (pejabat
esselon III), Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Kepala
Kelurahan/Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala
Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis (pejabat esselon
IV} sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit
Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung
Jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit,

Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III . ..
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BAB III
PELAPORAN

Pasal 20

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan
Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan
pengelolaan Risiko.
Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh Unit Permilik
Risiko; dan
c. laporan berkala pemantauan Risiko ol¢h Unit
Kepatuhan internal.
Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan
penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis
Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas)
PD, dan penilaian Risiko operasional PD.
Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh Unit Pemilik
Risiko disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian
Risiko dan/atau dokumen rencana tindak pengendalian.
Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik
Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan setiap triwulan dan tahunan disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik
Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh Unit Pemilik Risiko Daerah, sedangkan untuk tingkat
strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan
oleh Unit Pemilik Risiko tingkat esselon IL

(8) Laporan...
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(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan setiap triwulan dan tahunan disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.

(9) Jenis dan format laporan-laporan tercantum dalam
lampiran [ dan lampiran II dan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen
Risiko (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021
Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...
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Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  tengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang,

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 Oktober 2021

BUP TANGERANG,

A ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 66



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI  LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHR KABUPATEN TANGERANG

L PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal
13 ayat (1} yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajb
melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan

Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyusunan pedoman ini
dimaksudkan sebagai panduan dalam:
1.  mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaiann tujuan
pemerintah daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktfitas pengendalian  ristkko di @ hngkungan

Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

E PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten
Tangerang dilakukann atas tujuan strategis Pemerintah Daerah,
tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat Kkegiatan
{operasional) OPD.
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1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen
Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah
dilakukann oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah,
dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat
Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD
Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD
yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD
(Renstra OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukann oleh
masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya,
sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.
3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD
Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen
perencanaan Kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja
OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD
dilakukann oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran
manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.
Penetapan kriteria penilaian risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi,
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang
dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan
memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko

terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala
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Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat
Risiko (Nilai Risiko).
Skala Dampak Risiko

1.

Tabel Skala Risiko

Kategori Dampak Skor Uraian

Sangat signifikan/ 5 Pengaruh terhadap

Sangat besar pencapaiann tujuan sangat
signifikan

Signifikan / Besar 4 Pengaruh terhadap
pencapaiann tujuan tinggi/
signifikan

Sedang /Medium 3 Pengaruh terhadap
pencapaiann ftujuan sedang

Kurang 2 Pengaruh terhadap

Signifikan/Kecil peficapaiann tujuan rendah/
kurang signifikan

Tidak Signifikan 1 Pengaruh terhadap
pencapaiann  tujuan  tidak
signifikan

Contoh Skala Dampak Risiko

Kategori | Skor

Operasional Dampak Risiko

efektif nasional/lo
kal

Dampak Keuangan | Kinerja Reputasi Hukum
Sangat 5 | Kerugian | Kegiatan | Negatif, Pelanggaran
Tinggi sangat terhenti, | tersebar serius,

besar tujuan | luas di terkena
tidak banyak sanksi
tercapai | media
Tinggi 4 | Kerugian | Kegiatan | Negatif, Pelanggaran
besar sangat tersebar di | serius,
terhamb | beberapa sanksi
at, tidak | media tertulis

Sedang 3 | Kerugian

Kegiatan | Negatif,

Pelanggaran




cukup terhamb | tersebar di | biasa,
besar at, beberapa sanksi
kurang | media lokal | tertulis
efektif
Kecil 2 | Kerugian | Kegiata Negatif, Pelanggaran
kecil, n terdapat biasa,
kurang terhamb | pemberitaan | sanksi
material | at, teguran
kurang
efisien
Tidak | 1 | Kerugian | Hambat | Ada Tidak
Signifikan tidak an pemberitaan | material
material | kegiatan | negatif, tapi
tertanga | tidak
ni, material
tujuan
tercapai

Skala Probabilitas Risiko

Tabel Probahilitas Risiko

Tingkat Kemungkinan

Terjadi Risiko

Skor

Uraian

Sangat signifikan / Kemungkinan terjadinya risiko
Hampir pasti terjadi sangat sering (>70%)
Kemungkinan besar / Kemungkinan terjadinya risiko
Sering terjadi sering (51-70%)
Kadang-l{édang Kemungkinan ter jadinya risiko
/Mungkin terjadi kadang-kadang (31- 50%}
Kemungkinan 'Kemungkinan terjadinya risiko
kecil/Jarang jarang (11-30%)

Sangat jarang Kemungkinanx terjadinya risiko

sangat jarang (0- 10%)




Contoh Probabilitas Risiko

sangatjarang (0O- 10%

Kategori | Skor Operasional Dampak Risiko
Dampak Kejadian Tunggal Kejadian Berulang
Sangat 5 | Kemungkinan Negatif, tersebar luas di
Sering ter jadinya risiko banyak media
sangat sering (>70%])
 Sering 4 | Kemungkinan Negatif, tersebar di
terjadinya risiko sering | beberapa media
(51- 70%) nasional/lokal
Kadang- 3 | Kemungkinan Negatif, tersebar di
kadang terjadinya risiko beberapa media lokal
kadang-kadang (31-
50%)
Jarang 2 | Kemungkinan Negatif, terdapat
terjadinya risiko jarang | pemberitaan
{11-30%}
Sangat 1 | Kemungkinan Ada pemberitaan
Jarang ter jadinya risiko negatif, tapi tidak

material

Skala Nilai Risiko
Tabel Matriks Analisis Risiko

MATRIKS

ANALISIS RISIKO

Dampak/Konsekuensi

Tidak | Kecil | Sedang | Besar Sangat
signifikan Signifikan
1 2 3 4 S

Sangat
J g
E’ sermg
5 Seri
o ering
L]
=  o| Kadang-
g X
g 2| kadang
—
?:ﬂ Jarang
E
% Sangat
= Jarang




Tabel Nilai Ristko

Tingkat Risiko Nilai Risiko
Sangatrendah 1-5
Rendah 6 - 10
Sedang I1-15
Tinggi 16-20
Sangat Tinggi 21-25
Nilai risiko=Nilai kemungkinan terjadi X Nilai
dampak/konsekuensi.

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu,

tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai

berikut:

L Proses Proses - Arahan dan |- Komite - Dokumen
pényusunan | penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan
RPJMD (Satu | RPJMD penilaian Risiko dan
tahun risiko 5 |- Sekda  selaku kebijakan
sebelum tahunan Koordinator penilaian
RPJMD 5 - Penyusunan |- UPR  Pemda | USko
tahp.nan Risiko (Kepala Daerah 5 Tahunan
berjalan sd Strategis - Kepala |- Daftar
RPJMD Pemnda OFD/SKPD) Risike dan
ditetapkany) RTE

Strategis
Pemda

2. Proses Proses Penyusunan - Komite Daftar Risiko
penyusunan penyusunan Risike Strategis pengelolaan dan RTP
Renstra OPD | Renstra OPD | (Entitas) OPD risiko Strategis
{Satu tahun - Sekda selaicn | (Entitas) OPD
sebelum Koordinator
REIMD 3 - UPR  Tingkat
tahunan Es. Es. 5
bcr_jalan sd {Kepala
RPJMD OPD/SKPD dan
ditatapleasi) Kabag/ Kabid

OPD)

3. Januari — Mei | Penyusunan Arahan dan Komite Dokumen
Tahun 201X- | RKPD dan kebijakan Pengelolaan Risiko | Arahan dan
1 Renja OPD peniiaian risitko kebijaken

tahunan penilaiarn
risiko
tahunan




Agustus- Penyusunan Penyusunan - Kepala OPD Daftar
September RKA OFD Risiko — Unit Pemnilik | risike dan
201X -1 (Penetapan Operasional OPD Risiko Tingkat | RIE
e TCar Es 3, 4 OPD Operasional
sasaran & OFD
pagu
anggaran
per kegiatan)
QOktober Penyusunan - Pengomunika |- Kepala OPD — Perbaikan
Tahun 201X- |RAPBD, Perda | & an Risiko |- Komite RTP
[ APBD dan RTP, Pengelolaan - KSOp
— = Penyusunan Risiko - Notulen
November - | Penyusunan atau  Revisi |- UPR  Tingkat pengomuni
Desember Rancangan KSop Pemda, Tingkat S
Tabun 201X- | DPA OPD, Pengomunika Eselon 1, 2, 3, |- Finalisasi
1 cl:l:iﬁetapan sian bah dan4 Daftar
perubahan = Sekda  selaku risiko dan
DPA OPD KSOP koordinator RTP
Januari sd Pelaksanaan | Penyusunan - Komite KSOP
Desember APBD atau Pengelolaan
Tahun 201X penyempurnaan Risiko
KSOP (Tindak - UPR Tingkat
lanjut RTP) Pernda, Tingkat
Eselon 1, 2, 3,
dan 4
Pelaksanaan - Komite Bukii
KSOP Pengelolaan pelaksanaan
Risiko KSOP
— Kepala OPD
- Pelaksana
Program dan
kegiatan
Berkala Pelaporan dan - UPR Tingkat |- Form
(Triwulanan) menitoring risiko Pernda, Tingkat Menitoring
dan KSOP Eselon 1 dan 2, Risiko
Tingkat Eselon |_ Form
3 dan 4 Monitoring
| - Unit Kepatuhan TLRTP
= Sekda  selalcu
koordinator
Pemantauan - Unit Kepatuhan |- Notulen
kinerja, risiko, Pengelolaan rapat
dan efektifitas Risiko - Laporan
KSOP yang pemantaua
dibangun n
ftriwulana
1,
tahunan, 5
tahunan)
Juni-Juli Penyusunan Reviu dan - UPR Permnda | Daftar Risiko
Tahbun 201X | KUA PPAS pemutakhiran (Kepala Daerah |dan
{Penetapan Risiko Strategis dan Kepala |RTP Strategis
sasaran Pemda. OPD/SKPD Pernda yang
makro dan - Sekda selaku dimutakhirka
| pagu Catatan: Koordinator n
anggarar
| Pemda) Risiko strategis
Pemnda akan
direviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
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(APIP) Daerah

Agustus- Penyusunan Reviu dan - Kepala Daerah Daftar Risike
September RKA QOFD pernutakhiran - Sekda  selaku |dan RTP
201X {(Penetapan Risiko Strategis Koordinator Strategis
rencana {Entitas} OFD — Unit Pemilik {Entitas) OPD
SRR b Risikc Tingkat
PIEE Catatan: Es. 2 (Kepala
anggaran _ _ OPD/SKPD dan
per kegiatan) | Risiko strategis Kabag/Kabid
{entitas) OPD OPD)
akan direviu dan
diinu takhirkan
setiap tahun
Janmari - Pelaporan Pelaporan - Kepala Daerah Laporan
Februari Keuangan Pengelolaan - Kepala OPD Pengelolaan
Tahun Risiko Tahun _ UPR Tingkat Risiko Tahun
200+ 201X Pemnda, Tingkat 201X
Eselon 2,
Tingkat Eselon
3dan 4
— Unit Kepatuhan
-~ Bekda  selaku
koordmator
Februari — Reviu APIP | Evaluasi - Inspektorat Laporan
Maret Tahun pengelolaan {APIP Daerah) Evaluasi
201X+1 risiko oleh APIP Pengelolaan
| Risike
Penilaian - Kepala Daerah Laporan
Maturitas - Kepala OPD ;Enllglta;n
SPIP aturitas
- Inspektorat SPIP
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. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
A.  Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Tangerang

adalah sebagai berikut;
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Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1.

Penanggung jawab
Kepala Daerah sebagai penanggung jawab berwenang

menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, kepala

daerah juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses

penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Kepala Daerah menetapkan Pedoman Penilaian Ristko

Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan

pengelolaan risiko.

Koordinator penyelenggaraan
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan

kegiatan antara lain :

1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelola
risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan
notulen;
memfasilitasi proses penilaian risiko;

kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
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Unit Pemilik Risiko;

Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang

bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup

kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai
berikut:

1j

2)

3)

4)

Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment)
atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional,
serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja
masing-masing.

Melaporkan  peristiwa risiko yang terjadi  dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam
unit kerja masing-masing, sebagal indikator peringatan
dini (early warning indicator} dan sebagai database untuk
memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

Memberikan masukan kepada Komite Pengelola Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

Melakukan  monitoring dan  pengendalian  terhadap

pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik nsiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi,

yaitu sebagai berikut :

1)

Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah,

terdiri dari :

Ketua : | Kepala Daerah, selaku pemilik
risiko  tingkat pemerintah
daerah

| Koordinator Teknis |: | Kepala Bappeda, atau unit

merangkap Anggota lain yang menangani
perencanaan

Angeota : | Seluruh kepada OPD
! (Sekretariat Daerah,
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Sekretariat DPRD, Inspektur,
Kepada Dinas, Kepala Badan,
Kepala UPTD  pemerintah
daerah dan Direktur RSUD,
|| dan sebagainya).

2} Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2,

terdiri dari:

Ketua

Sekretaris  Daerah  (Untuk
Kabupaten), Kepala  OPD,
selaku pemilik risiko tingkat
OPD

rKoordfnator Teknis

merangkap Anggota

Sckretaris OPD/ Kepala
Bagian/ Bidang yang
menangani perencanaan pada
OPD

- Anggota

Seluruh Kepala Bagian/ |
Bidang/ Irban pada OPD yang

bersangkutan

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4;

Ketua

Kepala Bagian/ Bidang, selaku
pemilik risiko tingkat kegiatan

‘Koordinator Teknis

merangkap Anggota

Kepala Sub Bagian/ Sub
Bidang/ Seksi/ Pegawai/ Staf
yang ditunjuk untuk
menangani perencanaar

kegiatan pada OPD

Anggota

Seluruh Kepala Sub Bagian/
Sub Bidang/ Seksi pada
Bagian/ Bidang yang

Lbersangkutan
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Komite pengelolaan risiko
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat

pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite

Pengelolaan Risiko, dengan tuges sebagal berikut :

1)  Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari
prosedur normal;

2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah;

3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4} Menjadt fastlitator yang bertugas memandu instansi
pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah
proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim
BPKP, Komite Pengelolaan  Risiko, Inspektorat, atau
pihak lain yang berkompeten.

Komite pengelola risiko terdiri dari :

1) Kepala Daerah sebagai ketua;

2} Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator
merangkap anggota,

3) Kepala OPD sebagal anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko
dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala
Daerah.

Dikaitkan  dengan  tugas-tugas  tersebut,  Kornite
Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan
kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Kepala Daerah cg Sekretaris Daerah dengan contoh

outline dalam Lampiran 1l Format 3.

Unit kepatuhan
Unit kepatuhan bertanggung  jawab memantau
pelaksanaan pengelolaan ristko yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak
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sebagai unit kepatuhan pada OPD. Masing-masing asisten akan

melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada di bawah

koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah

(Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pembagian OPD didasarkan kepada rumpun urusan sebagai

berikut :

1} Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan  Rakyat,
melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah yang
berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat.

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan
pemantauan atas Perangkat Daerah yang berkaitan dengan
urusan perekonomian dan pembangunan.

3) Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas
Perangkat Daerah vyang berkaitan dengan urusan
administrasi umum.

Dalam melakukan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk

tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Penanggung jawab pengawasan.

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan,
bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi
terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara
lain:

1} Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelelaan
risiko pada pemerintah daerah,;

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemeérintah;

3) Melakukan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelclaan risiko dipengaruhi antara
lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan

kejelasan struktur pengelolaan risiko.
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Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen

dan segenap pegawai di

Lingkungan

Pemerintahh Kabupaten

Tangerang dengan tahapan sebagai berikut:

. |

Identifikasi Kelemahan Lingkungan «---.ocow ‘e
Pengendalian Intern (1) L
' penilaian Risiko (]2] EE
| e
T
: . [
N e T T P e e e T S I SlEes
= d":;fjd'é@frr(gsﬁ, R_isgko i;_’_.'?_:‘,-. ....... & "...ﬁ.:: el
| £
L — &
Analisis Risiko |-
A | kegiatan Pengendalian (3) - . AP
Kegintan Coneendal ST e

Tahapan proses pengelolaan risike pemerintah daerah, terinei

sebagai berikut:

1. ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

intern disajikan sebagai berikut :

Tujuan

Mengidentifikasi kelemahan-
kelemahan dalam setiap sub unsur

lingkungan pengendalian intern

Keluaran

Simpulan kondisi lingkungan

pengendalian intern dan kelemahan

setiap sub  unsur  lingkungan

pengendalian intern

yang

memerlukan perbaikan

Pelaksana/Pihak
Terkait

- Sekda selaku koordinator

- Unit Pemilik Risiko Pemerintah
Daerah (Kepala Daerah/Kepala

OPD/Eselon II)

- Fasilitator

Waktu

- Penyusunan RPJMD

- Direviu/dimutakhirkan setiap
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tahun ]5::1da saat penyusunan
KUA/PPAS

Sumber Data Utama ' 1 - Reviu dokumen, analisis

informasi dari media massa,
wawancara dll.
- Survetr persepsi atas lingkungang
pengendalian  intern  dengan |

metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
dilakukann dengan melakukan penilaian atas kondisi
lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan
pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
dalam wurusan wajib/pilihan dilakukann dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

1)  Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan
pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah
dapat berupa:

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit
kinerja, dan audit lainnya atas urusan
wajib/pilihan terkait;

b} Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan
wajib/ pilihan oleh Inspektorat;

¢ Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian
urusan wajib / pilihan pemerintah daerah;

d) Berita terkait pelaksanaan urusan waljib/pilihan
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya
media massa, internet, hasil penelitian, dan
sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survel lingkungan

pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner

{contoh kertas kerja dalam lampiran 2 format 2.a)
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Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian

melalui reviu dokumen;

Penilaian  kelemahan  lingkungan  pengendalian
pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan
gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan
pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukann dengan
menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah
persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh
data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi
lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah
secara umuim yaitu
1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten

XYZ dan LHP BPK;

2} Berita pada media massa. Dari data di atas,
selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan
lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah
sebagaimana disa jikan pada lampiran 2 Format 2.b.

Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control

Environment Evaluation (CEE});

Survei ini dilakukann dalam rangka mendapatkan data
persepsi pegawal terhadap gambaran atas kondisi
Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah
daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control
Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri
atas pengendalian/ Control Self Assessment (CSA} yang
diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian,

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu
diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukann
klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang
memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukann
penilaian.

Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian
intern pemerintah daerah menurut metode CEE yang
diterapkan oleh peserta FGD Pemda Kabupaten Tangerang
yaitu memadal atau kurang memadai sebagaimana

disajikan dalam Lampiran 2 Format 2.a.



-17-

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan
wajb pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan
kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun
prosedur pemilihan SDM belum dilakukann dengan baik.
Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wa jib / pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei
persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan
Pengendalian pada  pemerintah daerah dengan
menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam
lampiran 2 Format 2.c.

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/
konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi
informasi vang kurang jelas/ memerlukan pendalaman
dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan
Pengendalian adalah sebagai berikut:
1) Pencgakan Integritas dan Nilai Etika:
Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah
karena tersangkut kasus hukum.
2) Komitmen terhadap Kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesual dengan
kompetensi dan pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga
kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum
memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan
kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan vang Kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan
pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan
arah pengelolaan risiko.

b} Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah
daerah belum menyajikan informasi mengenai

risiko.
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¢) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ bhelum
optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan
Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana
mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek
dokter.

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat

tentang Pembinaan SDM

g Pemda belum menginternalisasi budaya sadar
risiko.

b} Belum terdapat pemberian reward dan/atau
punishment atas pengelolaan risiko.

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan
dalam perhitungan petighasilan.

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.

e} Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki
strategi dalarn pemenuhan dan pendistribusian
SDM kesehatan di Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat
kebutuhan dalam pemberian pelayanan
kesehatan.

Perwujudan Peran APIP yang Efizktif
Inspektorat Daerah belum melakukan audit

kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis

pemerintah daerah yang melibatkan beberapa OPD
terkait. Audit kinerja yang dilakukann masih sebatas
audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat  pentingnya  kondisi  Lingkungan
Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala
Daerah/Kepala OPD diikutkan dalam pembahasan
kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas
kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah
akan menjadi dasar bagli penyusunan rencana tindak
perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Proses  identifikasi  kelemahan  Lingkungan

Pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25
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Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Conirol

Environment Evaluation (CEE).

2. Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks/Tujuan
1. Menetapkan tujuan dan pemilihan tujuan urusan
wajib /pilihan yang akan dilakukann penilaian risiko;
1) Penetapan Konteks/Tujuan Tingkat Pemerintah

Daerah
Langkah penetapan konteks/tujuan strategis

pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD,
serta data lainnya terkait perencanaan
seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator
Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang
diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam
RPJMD;

{3) Identifikasi data atau informasi lain yang
relevan misal pricritas pembangunan atau
program unggulan terkait dengan
tujuan/sasaran dari wrusan wajib/pihhan
yang dipilih berdasarkan RPJMD;

{4) Menetapkan sasaran dan [KU strategis
pemerintah daerah yang akan dilakukann
penilaian risiko.Sasaran  yang akan
dilakukann penilaian risiko bisa seluruh
atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

(5) Tuangkan hasil identifikasi pada Lampiran 2
Form 2d.

2) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas)

OPD
Langkah penetapan tujuan strategis (entitas)

OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD,

serta data terkait lainnya;
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(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator
Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan
wajib/pilihan yang  diidentifikasi vyang
mendukung pencapaiann tujuan strategis
yang telah ditetapkan pada penetapan
konteks strategis Pemda,;

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis
(entitas) OPD vang akan dilakukann
penilaian  risiko. Sasaran vang akan
dilakukann penilaian risiko bhisa seluruh
atau Sebagilan sasaran sesuai kebutuhan;

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada Format
di Lampiran II Form 2.e.

3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD
Langkah selanjut adalah menyusun dan
menetapkan tujuan operasional OPD untuk setiap
urusan yaitu sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan
RKA OPD, serta data terkait lainnya,;

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator
keluaran terkait dengan tujuan strategis
OPD yang sudah dipilih sebelumnya;

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator
keluaran yang akan dilakukann penilaian
risiko. Kegiatan utama yang akan
dilakukann penilaian risiko pada dasarnya
dilakukann untuk seluruh kegiatan utama.
Namun demikian, OPD bisa memilih
sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai
dengan visi dan misi kepala daerah atau
pertimbangan profesional lainnya;

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada lampiran
2 Format 2f.

2. Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan
kemungkinan risiko;

b)  Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
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Identifikas: Risiko
Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukann untuk

mengidentifikasi  kejadian yang dapat mengancam

pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait

dengan tujuan strategis pemda (Kertas Kerja Idetifikasi

Risiko terdapat pada Iampiran 2 format 2.g.

1)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

risiko strategis pemerintah daerah:

3

b)

C)

d)

Risiko  strategis pemerintah daerah  dapat
merupakan risiko yang disebabkan kelemahan
pengendalian  yang menjadi tanggung jawab
kepala daerah/tingkat pemda (misal
peraturan/monitoring dan lain-lain).

Pengendalian yang nantinya dirancang
merupakan tanggung jawab kepala daerah, atau
hanya bisa dilakukann oleh kepala daerah.

Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di
tingkat pemerintah daerah untuk
memastikan /membantu  pencapaiann  tujuan
strategis OPD  terkait, misal dalam bentuk
peraturan/keputusan/SE  kepala daerah atau
pemantauvan oleh kepala daerah.

Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
faktor-faktor di luar pencapaiann tujuan strategis
OPD yang dapat mengganggu pencapaiann tujuan
strategis pemda.

Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan
strategis yang dipilih untuk menjaring
permasalahan pencapaian tujuan
strategis/operasional OPD yang memerlukan
penanganan/ tindakan oleh kepala daerah.

Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
risiko yang menutrut Kepala daerah merupakan
risitko yang penting, sehingga diperiukan langkah

pengendalian oleh kepala daerah.
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Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala

daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

risiko strategis OPD sesual dalam Lampiran 2 Form 2.,

yaitu :

a)

d

Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang
disebabkan  kelemahan  pengendalian yang
menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan
kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD
dan sebagainya) - Pengendalian yang nantinya
dirancang merupakan tanggung jawab yang
dilakukann oleh kepala OPD.

Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi
yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD
(Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring
kepala OPD dl) untuk memastikan/membantu
pencapaiann tujuan strategis OPD terkait.

Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
faktor-faktor di luar pencapalann tujuan
operasional OPD vyang dapat mengganggu
pencapaiann tujuan strategis OPD.

Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait
dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk
menjaring pérmasalahan pehcapaian tujuan
strategis/operasional OPD yang memerlukan
penanganan/tindakan oleh kepala OFD.

Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang
menurut kepala OPD merupakan risiko yang
penting, sehingga diperlukan langkah
pengendalian oleh kepala OPD.

Risiko strategis pemerintah daerah
disetujui/divalidasi

Selanjutnya setelah selesai membuat penyusunan

risiko strategis OPD, barulah dibuat penyusunan risiko

operasional OPD sesuai dengan kertas kerja dalam

lampiran 2 format 2.j.
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Analisis Risiko

1)

2

3)

Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

Setelah Risiko urusan wajb /pilihan teridentifikasi
dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan
analisis risiko urusan wajib/pilihan. Analisis risiko
dilakukann melalui kertas kerja analisis risiko dengan
melakukan penilaian atas tingkat risiko kemungkinan
terjadi dan risiko dampak. (tercantum dalam lampiran
2 format 2.k).

Memvalidasi risiko;

Hasil analisis risiko tingkat strategis (entitas) OPD
dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala
OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana
yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam
pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan
“tinggi“ akan diprioritaskan untuk ditangani. (format
penuangannya dilampirkan dalam lampiran 2 format
2.1).

Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan;

Penilalan terhadap pengendalian yang ada
mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang
dimiliki instansi pemerinta dalam rangka mengelola
risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur
yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.
Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:
a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah

dilakukann, namun belum mampu menangani

risiko yang teridentifikasi;

b)  Prosedur pengendalian belum dilaksanakan,

¢} Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku
yang jelas;

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai
dengan peraturan diatasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada
selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 Format 2.m

dan 2n.
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Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan

dibuat untuk membangun pengendalian  yang

diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan

pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas

yvang sudah teridentifikasi. Langkah kerja pényusunan
RTP, yaitu:

a)

b)

Merumuskan tindakan untuk mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian (Kertas
Kerja terlampir 2 format 2.m dan 2.n);
Merumuskan  kegiatan  pengendalian  yang
dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;

RTP atas risiko dimaksudkan untuk
menentukan pengendalian yang diperlukan dalam
mengatasi risiko. Dalam menentukan
pengendalian  yang akan dibangun  perlu
memperhatikan respon risiko. Respon risiko
membantu instansi pemerintah dalam
memfokuskan  kegiatan  pengendalian yang
diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan
pengendalian dilakukann dengan tepat. Respon
risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari Risiko (Avoid)

Menghindari risiko dilakukann dengan
cara tidak memulai atau tidak melanjutkan
kegiatan yang dapat meningkatkan risiko.

2. Mengubah / Mengurangi Kemungkinan

Munculnya Risiko (Abate)

Respon ini dilakukann dengan cara
mengubah kemungkinan munculnya risiko
agar kemungkinan terjadinya hasil yang
negatif dapat berkurang.

3. Mengubah / Mengurangi Konsekuensi /

Dampak Risiko (Mitigate)

Respon ini dilakukann dengan cara

mengubah/mengurangi
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konsekuensi/ dampak risiko agar kerugian

men jadi berkurang.

4. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer

Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam
menanggung atau berbagi sebagian risiko.

5.  Menerima atau Mempertahankan Risiko

(Accept/ Retain)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka
akan ada risiko tersisa yang dipertahankan.
Rencana Tindak Pengendalian tersebut

meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk
Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target
Waktu Penyelesaian. (sesuai dengan contoh dalam
lampiran 2 format 2.1).

Menyelaraskan rencana tindak pengendalian:

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal
dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu
rencana tindak perbaikan lingkungan
pengendalian dan rencana tindak perbaikan
kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk
adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang
sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut.
Oleh  sebab itu

memperhatikan  kemungkinan  tersebut  dan

, pada tahap ini periu

menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan
pengendalian tersebut sehingga dapat
menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan
pengendalian.

Menyusun rancangan informasi dan komunikasi
atas RTP,

Rancangan informasi dan  komunikasi
merupakan rancangan informasi dan komunikasi
yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat
dalam pengendaban mengetahui keberadaan dan

menjalankan pengendalian sesuai yang
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diinginkan. Contoh format rancangan
pengomunikasian pengendalian yang dibangun
disajikan dalam lampiran 2 format 2.0.

€) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi
risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau
keterjadiannya dan pengendalian yang telah
dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.
Contoh format rancangan monitoring risiko dan
RTP disajikan dalam Lampiran 2 Format 2.p

(kolom a-e).

3. Kegiatan Pengendalian

a.

Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan
atan penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai
tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka
mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun
berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-
langkah yang perlu dilakukann dalam rangka membangun
infrastruktur pengendalian meliputi;

1} Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit kerja vang bertanggung jawab atas area-area yang
sistem  pengendaliannya perlu dibangun  atau
diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan
dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan
kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila
diperlukan.

3) Membuat atan menyempurnakan  infrastruktur
pengendahan;

4)  Melakukan uj coba penerapan pengendalian;



-27-

3) Menyempurnakan rancangan infrastruktur
pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah
dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan
kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional
sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat,

pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian

yang dibangun.

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat
komunikasi internal dan c¢ksternal yang efektif dalam setiap
tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan
lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah
pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang
akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan
pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu
mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada
pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum,
pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa
informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh
semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan,
masyarakat, @ APIP, dan  sebagainya  sesuai rencana
pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk;

a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan;

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah
(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak
yang berkepentingan;

¢.  Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya
dengan

d. undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto

pelaksanaan, dst.



V.

08 .

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap

penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi

5. Pemantauan
a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;

Pemantauan atas Kkegiatan pengendalian bertujuan
untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah
dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
Pencatatan pemantauan dapat menggunakan lampiran 2
Format 2.0 Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas
Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian risiko.

Selain  itu, dalam rangka pendokumentasian
keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka OPD
perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk
event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko
dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.
Format pencatatan kapan terjadinya risiko yang

teridentifikasi menggunakan lampiran 2 Format 2.q.

PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan
pengelolaan ristko setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan
Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Organisasi
Perangkat Daerah.
A. Pelaporan pelaksanaan Penilaian Resiko;

Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kegiatan penilaian
risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah,
penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko
operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan

Penilaian Risiko.
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Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik
Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah
dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian
risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD
perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko.
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukann secara triwulanan, dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah,
sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Alur Pelaporan Berkala i.’l.engelolaan Risiko UPR

Laporan Tingkat
Pemerintah Daerah
&

1
Laporan Tingkat OPD

.t

-| Laporan Tingkat Unit Kerja

Kegiatan pelaporan dilakukann sebagai berikut:
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a  Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan tingkat OPD, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan
Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh
setiap OPD Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan
Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani

oleh setiap OPD Tahunan.
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Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis

Pemerintah Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis

Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh OPD disampaikan
kepada Kepala Daecrah, tembusan kepada Sekretariat Daerah
dan Unit Kepatuhan Internal.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam lampiran I Format
3.

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit
Kepatuhan Internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang
disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam

lampiran Il Format 3

BUPATLTANGERANG,
T
—

A. ZAKI ISKANDAR



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI
TANGERANG

NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG

Lampiran 2
Format 2.a

CONTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EV.ALUATION (CEE])

Pemda

Pemkab Tangerang/Provinst Banten

JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN

NO. PERTANYAAN /HKUESIONER 3 I 3 -[ 3 -[ ] E | E | e RUESIONER CEE
a b = ¢ = d
A | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILATI ETIKA MEM ADAL
1| Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika 2 4 3 3 3 2 3
secara ruiin dari pimpinan instansi (Misalnya Memadai
keteladanan, pesan
moral i)
2 | Pemda telah memiliki aturan perilaku fmisalnya kede | 3| 3] 3| 3| 3] a | 3
etik, Memadai
pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)
vang telah dikomuimnikasikan kepada seluruh
pegawal
3 | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi 21 4] 3] 3]3]3] 3
yang melayani pengaduan masvarakat atas Memadai
pelanggaran aturan
perilaku flkode etik
4 Pelanggaran aburan  perilaku/ kode etik 3 4 2 3 3 2 3 .
telah Memadai
ditindaklanjuti
B | KOMITMEN TERHADAPF KOMPETENS] MEMADAIT
1 :;nhdar kompetensi setiap pegaw:il/ posisi jabatan 31 4| 2 3| z 3| 3 Memadai
ditentukan
2 | Pegawal yang kompeten telah secara tepat mengsi 21 4] 3 3 3 3| 3 i
posisif jabatan Memad.al
3 | Pemda telah memiliki dan meneraplan strategi 2|1 3] 23] 3| 8] 2 ;g
peningkatan kompetensi pegawai D it
4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik 3 3 a| 3 2 3| 2
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi Memadai
secars berkala.




KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

"KURARG MEMADAT
ok R 1

Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan
risiko
vang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko

| EKur

T vl
ang Menadai

Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan
pengambilan keputusan

Memadal

Pimpinan membangun komunikasi yang baik
déngan anggota organisasi untuk berani
mengungkapkan risiko dan secara terbuka
menerima/menggali pelaporan risiko/masalah

Memadai

Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk
meningkatkan kinerje

Memadai

Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yvang selaras
dengan visi dan misi Pemda

Memadai

Rencana/sasaran strategis pemda telsh dijabarkan ke
dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD

Memadai

Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah
menyajikan informasi mengenai risiko

adai

Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan
pejabat dan pegawaf terkalt dalam proses
pengelolaan risiko

Memadai

PEMBENTUKANSTRUKITURORGANISASIYANGSES

AID

UFu

MEMADAL

Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit
kerja
vang tepat

Memadai

Masing-masing pihak dalam organisasi telah
memperoleh kejelasan dan memahami peran dan
tanggung jawab

masing-masing dalam penrvelolaan risiko

Memadai

Pegawal yang bertugas di OPD merupakan pegawaf
tetap

dan bukan pesawai vang bersifat ad hoe {sementara)

Memadai

Adanya transparansi dan ketepatan walktu
pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung
jawab masing-masing

dalam pengelolaan risiko

Memadai

PENDELEGASIAN WEWEN ANG DAN TANGGUNG
JAWAB YANGTEPAT MEMADAI

Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan
dengan
tepat

Memadai

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
dilaksanakan secara tepat

Memadai

Kewenangan direvin secara periodik

Memadai

-

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN HEBIJAKAN YANG
SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

KURANG MEMADAI

Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur
pengelolaan SDM yang léengkap [sejak rekrutmen
sem ped

dengan pemberhentian pegawail

Memadai

Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi
pemilihan
SDM telah dilakukan dengan bail

Memadai

Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung
jawab dan
kineria

Memadai

Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko

Kurang Memadait

Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas
pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan
pertanggungiawaban pengelolaan ristko dalam
penilaian kdnerial

Kurang Memadai
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Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah
dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan

r(umng Mernadat

Instansi telah mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk pengembangan SDM

Hl(urang Memadai

PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH YANG EFEKTIF

[MIEMADAIL

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/
efiektivitas pelaksanaan setiap urusan/program
Secara

periodik

Memadal

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan
hukum dan aturan lainnya

Memadad

Inspektorat Daerah membenkan layanan fasilitasi
penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan
8PP

hMemadad

APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis

Memadai

Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan AFIP
telah
ditindakdanjuti

Mernadau

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI
PEMERINTAH TERKAIT

[FTEMAD AL

Hubungan kerja yang baik dengan
instansiforganisasi lain yang memilili keterkaitan
operasional telah terbangun

Memadai

Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang
terkait atasfungsi pengawasan/pemeriksaan
{inspektorat, BPKP,

dan BPK] telah terbanmin

Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Keterangan Jawaban:
: Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
SetujufSudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingicatkan
: SBangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke

organisasi lain

1

2
3
a4

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan
kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal: kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadali’, apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila
modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian;

"Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur terse but telah "memadai

>

dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang
"Kurang Memadai"




Lampiran 2
Format 2.b
Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Herentanan Lingkungan
Pengendalian Intern di Pemerintah
Daerah Tangerang
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tangerang
Tahun Penilaian 12021
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
[ To. Swm ber Uraian Rlaslitka |
data Kelemahan o1
a 3] 3 e
Media massa -Bany.ak terjadl pencopotan/ mutasl pejabat Penegakan integritas dan nilai
daeran karena etika
tersangkut kasus hukum
-Pegawal belum ditempatkan sesual dengan Komitmen terhadap kompetensi
kompetensi dan
pengalaman
%2 |LHP BPK No. Xxx |[-Pemerintah Kabupaten TANGERANG belum Penyusunan dan penerapan
tanggal xxx tentang | memiliki strategi dalam pemenuhan dan kebi jakan yang sehat tentang
Hasil Pemeriksaan |pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas |pembinaan SDM
BPK atas Kualifi kasi dan kompetensi Dokter serta romutmen terhadap Kompetensi
Efektivitas tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten
Pengelolaan TANGERANG belum memenuhi kebutuhan
Sumber Daya akan pemberian pelayanan kesehatan di Era
Kesehatan JKN JKN
-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Penyusunan dan penerapan
Kabupaten TANGERANG belum memperhatikan | kebi jakarn yang sehat tentang
tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan |pembinaan SDM
kesehatan
SK Inspektur No. Inspektorat Daerah belum melakukan audit Feran APIE yang elekil
3 | Xxx tanggal xxx kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan
tentang PKPT dalam tingkat strategis
Inspektorat
LHP BPK No. Xox  |-Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten
4 |tanggal xxx tentang | TANGERANG belum optimal dan terdapat Kepemimpinan yang kondusif
Hasil Pemeriksaan |regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten
atas Kinerja TANGERANG tidak berjalan sebagaimana
E’EI}JelenggaI‘aan mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek
Diokter

* Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan

nomor urut Kolom b diisi

dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang
ada merupakan kelemahan, atau Kolom d diisi dengan uraian

kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian



Contoh

Simpulan Survei Persepsi atas
Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Tangerang

Lampiran 2
Format 2.¢

Nama Femda T Pemenntal RABLpaten Tangerang
Tehun Fenilaian 2021
: L] Reviu Do Koro Hesil Surwl Perscmsl :
Ly Sl |.I|mm' Hasll Uradusy Hasil Ursian :ﬂmpuln Penj:]s_.n
A b iLe d ] r z b
1 Penegakan integritas Kurang Banyakterjadi pencopotan/mutast Memad Kurang Banyak terjadi pencopetan/mutasi
dan e ctka MWemada peigbat daerahiarena tersanghul &l Memada pefabat daerah Karena tersanghiet
i keaena fuloim i Lamis Hulum
2 Komitmen terhadap Kurang Prgawal belum ditempatkan sesual Memad Kurang Pegawni bdum ditempatkan sesuai
kompetensl Memada dengan kompetensi dan pengal@men &l Memada dengan kompatens: dan pengalaman
i Kuadifi kaed chn kempetens Dolcter f Fualifi kasi dankompetensi Dokter serta
sata tenagakesehatan & RSUD tenaga kesehatan & REUD Kabupaten
Kabupaten TANGERANG belum TANGERANG belitm memenuhi kebutuban
memenuhi keburuban akan akan pem badan pelayanan keschatan cf
pemberian pelayanankcechatandi Era BraJKN
KN
3 Kepemiin pinan yang Kurang | Pelayan=n pasien BPJS G Kabupaien Kurang | -Pimpiran belum Kurang = Fmplaan bdum ménetaplan
Londu sif Memsda | TANOGERANG belum opimal dasn Memad o pkan kehjjal bl d kelijakan peagelolaan nskoyang
i terdapat regulasi Dinas Kesehatan i pengeiolaannaike yang i memberikan kejelasan amh pengeloban
Kabupaten TANGERAMG tidak membrnkan kejdlesan ammh ko
berjalan sebagaimana mestinya yaitu pengelolaan raike - Rencanastrategadanrencanakena
keterfuat - Rencana strategis dan pemda beham menyajiban infornwst
Puskesmas bdum sepenuhnys seneansaleeris pemda belum mengenairipikeo Pdayanan pasien RIS o
menyediakan seluruh krbutubian menyajikan infrmes’ Kabupaten TANJERANG belum opidmal
Famesi untuk mendulung pelayanan ath genal tisiko dan terdapat segulasi Dims Kesehatan
kesehatan serara memadal Kabupaten TANGERANG tidak begalan
sehagaimana mestinya yaitn ketentiran
mengenal pralktile Dedcter
4 Swrulitur organisast - Memed |- Memadal
sesugl kebutuhan ad
] Pendelegnsian - - Memad | - Memada |-
WERTLANE dan &)
tangpae jawab yang
tepat
[ Penyusumaty it Kurang | Pemenntah Kabupaten TANGERANG | Kurang |- Femds belam Kurang - Prmoda belum menginternalisasi budays,
Penierapan Keldjalcan | Memada | bebom memiliki strateg’ dadam Memad o menginernalisast budaya Memade || sadar risiko
yang Sehat tentang ) pemenvhan dan pendistn busfan 30M |3 =adar rigike i - Belum ferdapar pembenian reward
Pem hinasn SOM kesehatan di Pugkesmes Pemenuhan » Belum terdapat pemberian d dan/fatan purdshimert sas pengelolasn
tetaga kesehatan & RSUD Kabupaten reward danfatau punisiment risikofMBalnya memperdmbanghae
TANGERANG belum memperhatikan atas pengeivlzan reiko peranggunEgiawaban pengelolaan risko
tngkat kebutuban dafam pemberian {Misalny= dalam penilaian kinerja)
pelarananiescha tan mempertimbanglan - Evaluas{ tinerda pegawai belum
pertanggungjawaban dipertimbangkan dalam perhitung an
pengelclzan risike dalam penghezilan
penilalan kcinerja) - anggaranpengem bangn SOMbelum
- Evaluesi krerfa pegawsi memadal Pemerintah Xabupaten
belum dipertimbangkan dakm TANGERANG behin memilil ati@teg
perhitungan peoghasilan dalam pemenuhandanpendistribusian
- anggaran pengembangan B0hlteachatnn diPuskesrnaas
S0M belutn memada) Femenuhan tenagakesehatan o RED
Kabupaten TANGERANG belum
memperhatkan thgiat kebutuhan delam
pemberian pelayanan keschatan
T | Perwnjuten peran APP | Kurang | lnspektorat Damih bdum melakekan | Memad Kurang Inspektorat Tacrb bdvn medal dhen adil
yang efekrl Memada |audit linerja atas penyelenggaraan ai Memeada | kinerja ztas penyelenggaraan trusan
i urusankesshatan dalam tinglkat i keszehatan dalam tinghat stratcgs
strategis
[ Hubungan Berje seng |- - Memad Memasdal
Baik dengan Instanei ai

Pemerintah Terkad

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urit
Kolom b difs' dengan =sub unsur pada lingkungan pengendalian
bolom c dili dongen simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diist dengan uraisn simpulas

awal CEE bend kan

dokumen Kelom ¢ diti dengan simpulan hasil survet persepsf

Kolom [dier dengan wrajan simpulan sesval hasil surver perseps:
Kalemgdiisidengansimpulanseau aihasilpenilaianawal dan surveipersepsl jikka hasilantara penilziana waldensurveiperscpsiberientanganmakaiakukan pendalamanagsy
laftukan profizssional judgement untult menyim pulkannya

Kelom I difsy dengan uralan kelemahan




Lampiran 2
Format 2d
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKD STRATEGIS
PEMDA

Nama Pemda
Banten Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

: Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi
2021
: Periode RPJMD Tahun 2020-2023

Sumber Data,

RPJMD Kabupaten TANGERANG Tahun 2020-2023

Tujuan Strategis RPJMD

Tujuan 1 1 Menmingkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan

22 Meningkatnya Kelayakhunian

Tujuan 23 Meningkainya akses komunikasi dan informasi
Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan
3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3.2
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 3.3
Meningkainya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi

Tujuan 42 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan konteks Risiko
Strategis Pemda

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyaralat

Nama Dinas Terkait

Dinas Kesehatan

RSUD Kabupaten Tangerang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana {DP3AP2KE)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran RPJMD

Sasaran 321 Meningkatnya keselamatan ibu anak Sasaran

3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran

3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten Tangerang
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya keschatan reproduksi

IKU Sasaran RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah ditentukanjumlah kematian bayi, jika angks
kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.

Prioritas pembangunan
dan program unggualan

Program Peninghkatan Keselamatan T Melahirkan dan Anak
Pregram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan, Sasaran, IKU
vang skan dilakukan
penilaian risike

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat keschatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kabupaten Tangerang, September 2021
Bupati Tangerang

...........................




Lampiran 2
Format 2.¢
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
OFD
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten Tahun Penilaian 2021
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2020-2023
Urusan Pemerintahan :Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan OPD vang Dinilai  : Dinas Kesehatan
Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten TANGERANG
‘Tujuan Strategis_ Meningﬁatkan derajat keschatan masyarakat
1.Meningkatnya Keselamatan 1bu, Bayl, Anak dan Reproduksi
Sasaran Strategis 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.
IKU Renstra OPD IKU 2023
a Kematian Ihu Melahirkan Per 100000 Kelahiran 57
idup
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 372
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 3,0
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
yang 100
memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum
ada
IKU Lansia " Belum
ada
IKU Gizi Belum
ada
IKU Kesehatan Reproduksi Belum
ada

Informasi lain

Tujuan, Sasaran,
IKU yang akan
dilakukan
penilaian risiko

Tujuan Strategis :
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi

IKU Strategis:

- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup

- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kela hiran Hidup"

Dst

Kabupaten Tangerang, 2021
Kepala Dinas Kesehatan




CONTOH

PENETAPAN KONTEKS RISIKOQ
OPERASIONAL OPD

Lampiran 2
Format 2.f

Nama Pemda

Frovinsi Banten Tahun Penilaian

Pericde yang dinilai
Urusan Pemerintahan

Keschatan OPD vang Dinilai

: Pemerintah Kabupaten Tangerang,
2021

: Periode RPJMD Tahun 2020-2023

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
: Dinas Keschatan

Sumber Data

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020

Tujuan Strategis

Meningkatkan derajat keschatan masyarakat

Program Dinas
Kesehatan (Renja
2020) dan Kegiatan
Utama

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)

7.455 ibu hamil

2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang
peserta
3. Bosialisasi pendampingan ibu hamil risiko tingg dalam
Keluaran/Hasil penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan S0 orang
Kegiatan darah Eeserta
pada sektor eksternal
Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli
4. Remaja 20 orang
peserta
Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 K1 20 orang
peserta

Informasi Lain

Kegiatan, dan|Program Peningkatan Keselamatan [bu melahirkan dan anak
indikator keluaran

yvang akan dilakukan

penilaian

risiko

Kabu paten Tangerang, 2021
Kepala Dinas Kesehatan




Lampiran 2
Format 2.g
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Nama Pemda. : Pemerintah Kabupaten TANGERANG, Provinst BANTEN
Namna OPD : Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian 2021
Perigde yang dinilai : Periode RPJMD {Tahun 2020-2023)
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajb Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
= Indikator | Risiko T Sebah Dampak
No| Tujan/Sasaran Kinerja . | Kode | 3 ! c/uc :
. Strategle ; Mﬂ e Pemilik Uraian ! Sumber Uraian Pihak yeng Terkena
a b c d ; e i e h i i : 3
Tujuan Stratepis Pemnda 1:
Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan Perdaku R8P.1 [Kepala Belum tersedianya Sanitasi internal C |1 Angka kejadian Penyalat |Kepala Daerah
Meningkatnya malitas Harapan Hidup Bersih Schat 9.01.02|Daerah  |Total Berbasis Masyarakat Tidak Menular (FTM) tinggi |Masyarakat
kesehatan mmasyarakat Hidup {PHBS} rendah .01 (STBM) (Tidak termasuk 2 Angka kejadian Penyakit |OPD Terkait
pricritas anggaran) Menular tinggi
3 Angka stunnng tinggi
Pelayanan kesehatan ESP.1 |Kepala 1, Sarana prasarana belum Internal C  |AKI tinggl AKB Kepala Daerah
belum memenuhi 5PM 901.02|Daerah | memadai (Puskesmas PONED tinggi Akaba Masyaralkat
Bidang Kesehatan Rl tidak tersedia,} Peningkatan kasus gizi OPD Terkait
2, Jurnlah tenaga burak
kesehatan belum Kasus HIV meningkat
mermadai Kasuz TB meningkat Angls
{Tenaga laboratorinun, dokter, kejadian Penyakit Tidak
tenaga kesehatan] Menular (PTM) tinggl Angka
kejadian Penyaldt Menular
tinggi

Angka sfunting tinggi

Keterangan.!

Kolom a diisi dengan nomnor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wapb sebagaimana tercantum dalam

RPJMD/Renstra Kolom ¢ diisi dengan, indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diis{ dengan uraian peristiwa yang merupalkan

risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kelom [ diisi dengan Pemilik risike, pihak/unit yang bertanggung jawaby/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g dnsi dengan penyebab timbulnya rsiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab riskko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan M ateriad
Kolorn h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, Jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalkan risiko

Kolom j dilsi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risike benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam:
Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampalk jika risiko benar-benar terjadi
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Lampiran 2
Formal 2.1
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD
Nama Femda : Pemerintah Kabupaten TANGERANG, Provins: DANTEN
MNama OPD : Dinas Keschatan
Tahun s 2021
Penilpian ! Periode Renstra (Tabhun 20202G23)
Petiode yang dinilai ! Meningkatkan derajat kesehatan masyaralcat
Tujuan Strategis : Urusan Wajib Felayanan Dasar Bidang Keschatan
Lmisan : Dinas Kesehatan
Pemerintahan
OFD wama Dinilas
. ; Risiko Bebah Dampa
No Indikater Einerjm - o cjuc | ‘_‘
s G e T alan o i pemnne | Uraism Sumber ik ) H::k;a:g
Y = | . F 2 h 1 ] k
Tujuan: Meningkatkan derajat
keschatan masyarakat
Sasaran Sirategis OFD: 1. Angha Hematian Penggunaan layanan R5019 [Kepala Kuranghya Soslalisasi Lnterna C Ibu hamil tidak Dinke
Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan Per kesehatan rendah : Dias Keschatan Keterlibatan lintas 1 menget: shud prosedur s
Ik, Bayi Anak dan Reproduksi| 100000 Kelahiran (Persalinen tidak dilakuken |0202.0 (Kesehata |program lintas sektor pelayanan dan tanda- RSUD
Fidup pada faskes, kunjungan fbu |1 n {Posyandu, RY/RW, Lurah, tanda bakaya kehamiian |Masyarakat
hamil tdak teratur} Kecamatan, OFD terleait)
2. Angka Kematianr Baw rendah
{AKB} Per 1000 Kelahfran
Hi dup
Kudlitas pelayanarl AP OBE | RS010 | Kepala Kompetensi fenaga kesehatan Interna C |Kepuasan masyarakat | Dinkes
3 Angka Kematian Balita | sesuai SPM Keschatan 020%.0 | Dinas tentang APM (bidan, dokter) I rendah R3UD
[AKaBa) Par 1000 Kclahiran 2 Keschata | rondah kuaiitas dan efekbvitas | Masyarakat
Hid up n (‘rcnlnang SDIDTK MTBS, nce pelayanan rendah
gsa:':sirgl |
4, Cakupan Pertdlongan Sarana [:tendukung AMC kurang | RSO19 |Kepala - Alat pendulaung ANC tidak Interna € |Hualtas dan cfcknvitas | Dirkc
Fersalinan oleh Tenaga memadai . Dinas dikalibrasi 1 pelayanan renddsh s
Kesehatan yang memiliki 0202.0 |Kesthat  |'- Reagen dan aist pendukung Kepuasan masyarakat RSUD
Kompetenst Kebidanan 3 o ANC kuran . rendah Masyarakat
“- Tenaga laboratorim di
5. Calupan Pelayanan ﬁlr.}:‘aus;i tenaga keschatac R399 gt_;]sda Siptemn kepegawalan Incelm UC | Kuaitas dan elcktvias | Dinke
Kesehatan Bayi z nas pelayanan rendah 5
0202.0 | Keschata Hepuasan masyarakat R3UD
4 o rendah Masyarakat
Keterangan:

Kalorn = difsi dengan fiomor urut
Kotomn b diisi dengan tujuen strategis urusan wab scbagaimana  tercantum dalam

RPJIMD/Renstra Kolom ¢ dilsf dengan indikator Janerja tuyman strategis

Kolom d diisi dengars Wesian peristiwa yasg merupakan

risike Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolam F diis! dengan Pemilik visiko, pibak funit yang bertangeung jawab/ berkepeningan untuk mengelola nsike

Kolon g difsi dengan penyebab tmbulnya risiko. Untuk mempermudat identifikast sebab misike, sehab rsio bisa dikategorkan ke dalam ; Mon, Morey, Method, Machine, dan Material
Kolorn b dilsi depgan sumber risike {eksternal finternal)

Kolom i difei dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risico, atau U Frea unit kegja Hdak mam py mengendalikan risiko

Kotom: j diisi dengan uraian akibat yang ditim bulkan jka rislko benar-tienar erjadi. Untuk mempermudah identfikast dampak risko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kevangon Kinorja,
Reputasi dan Hukum Kelom k difsi dengan pittak junit yang menderita/terkena dam pek jika risike benar-benar terfadt
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Lampiran 2
Format 2,
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifi kasi Risiko Operasional OPD
[Naina 17cin da, T Demeriniah Kabi paten TANGERANGD, Provns GANTER
Nasma OPL : Dinas Kesehatan
Tabun Penilaian w2
Periode yang dinilai 2020
Tujsan Stralegis : Merunghkatk: 1o derajal kesehatian magyarakat
Sasaran strategis OPDr : Meningkatkan dergjat kesehatan masyaralac
Uruigan Pemerintzhan : Urugan Wajb Pelayanan Dasar Bidang
Keschatan OFD yang Dinilaf : Dinas Kesehatan
- = - - = - E‘mu mj w
No|  Keglam L = e = e/uc —
T e " y e el b Ureaian T _mr' Pe;:m Uraian ;E.h:.mhe Uraian Ty
g e e U= e [l e O i LRI S Y | ! L3 112 SV
Jamnan fnan Pertanggungmwaban tdak topar  [RO0.19 0 Kepala Dinas Derkas dokumentasi pasin Ekstern] UL | Pembayaran tidak dapat ke pala Dacrah
NON FISIK} waktl . Kesehatan/ terlambar dilengkapi oleh rumah |2 pEEIa Rumah
02.01 Kepala Sidang salcit 1 direalisasikan sakit
n Kesmas Masyaraka
t
PEORANSATLEIT Fengatiusass i Kak epd | RID.19.04 Repda Dings "EeTkas dowamentas! pasien Ekstern| UG | rembayaran Goak Gapar REpallik racran
wakiu L Keschatan/ terlam bat dilengkapi oleh rumah |2 Sepoa)y Rumah
02.02 Kepala Bidang salri direalisasikean sk
Kesmas Masyaraka
8
Pelaporan Laporan Realisasi Keuangan REAY, 1803 Repala Dines RUm alt Sakit [Re M Y unGs) Ekstern| UL |Dara DAk Trwvalan Fepain Dacrah
Triwulan: Kesulitan - Keschatan/ menyam pakan klain tidatk a berilurnys, Rumah
mengummpulkan administrasi 02.03 Kepala Bidang lengkap L tdak disaluzkan deh sakit
syaral pencairan, yalu Kesmas lemenkew Masyaraka
kelengkapan ldairn, berupa L
doium entas! .
Frmantalan oan B T mengaenUIRAs) RO 1900 Repata Dinas £ valuasi dilakukan tcroaias pada|lnerna T |Angearan Jampersal Deak _Gias
evalussi permasalahan ; Kesehatan/ output Jumlah bumd miskin | terserap 100% Keschatan
o204 Kepala Bidang yang belum mempunyal jaminan
Kesmas kesehatan keinnya terlayan
Pom berian Layanan Telaksana |Perencanaan Dafa TRy Ramil miskin yang [2CAET j1e WU, 1104 Apaia Dinas Kurangnya ®oordinast dengan |Tnierma [5 FerenCanaAn alrang topat Kepaln Dacral
¥a memikki jamican kesehatan : Kesehatan/ Dinag I Rumat
Ecgiatan lainnyva dari Kecamatan dan 0205 Kepala Bidang Sosial sakit
Leelurahan Gelum ada Kesmas Masyaraka
i
Perhit Tl A A e, ROO IO 03 Eepala Dinas Trdnk af= dafabase 'InEIma C ‘Terhambainya pelayanan Tep=ia Daclak
tickke E'; : Keschatarnf Rumah
[ 0206 Kepaly Bidang sakit
Kesmas Masyvaraka
t
Pelinksanaan Adariya pasicrl yarg masih OO, 19.0  FKepala Linas Tidik ada database Tnterma T |wendahnya Kepuasan Fepala Cracrah
dikenakan biaya leh RS/ Bidan |- Kesehatan/ ! masyarakat Rumah
(double efeirn) 0207 Kepala Bidang sakit
Kesmas Masyaraka
L
Pelaksanaan 565 CTUSS chieok (ata dengan W0 _19.04 Kepda inas Kitrangnya koordingst Trterma T |Temam batmya peayanan Hopala Cracrai
BPJS dan Jamkeskot . Kesehatan/ 1 Rumah
yang membutuhkan 0208 Kepals Bidang sald
wakt lama Kesmas Masyaraka
1
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Contoh Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Lampiran 2
Format 2.k

Name Pemda

Taban Penilelan
Tujuan Strategis
Trngan Pemorintahan

¢ Pemerintak Knbupaten TANGERANG, Povinsi BANTEN

1 2021

t Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Urnsas Wallb Pelayatan Damr Bidang Kegehatan

No. “Risiko” yang Terldentifikkaa] Kode Risko Skaka. | Hlcala Skala
- ) %) -=-
| & - B [ d [ f=ire
1| Risiko Btrategis
IPenerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat [PHBS) rendah R&.19.010101 3 2 E]
2Pelayanan kesehatan belum memenuln SV Bidang Kesehatan RSP,1901p1 02 4 4 16
1| Risike Strategis OPD 1: Dinas Keachatan
I[Fenggunasn By anen kesehatan rendah 7 q 13
{Persg]a L‘nan tidak dilakukan pada Faskes, kunjungan ibu hamil tidalig R3019010502
eratma
2K ualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan RB0.19.010503 4 4 16
3Barana pendukung ANC kurang memadal R3S 019.010504 o 2 A
4| Mutasi tenaga kesehatan teriatih RSO15.010510 | & 3 1]
NIR1slk o Operasional OPD 1: Dinas Heschatan
1lData [bu hamil mskin yang belum memiliki jaminan kesehatan ROO.1901.0502 4 4 16
lainnya dart
kecamatan dan kelurah an belum ada
2 Ferhitungam kebutuhan dana tidek tepat ROOLS0105.03 2 2 4
IProses ¢ross check data dengan BFJS dan Jamkeskot yang ROOLGH105.04 3 P 3
membutu hkan
waktu lama
4 ROO150105.0%
Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan [double Y ) e
claim |
oPertanggungyaweaban tidak tepat waktu ROQ19.010510 4 3 12
6Pen inistrasian tidak tepat walh, ROQLB 010811 4 2 B
Tlaporan Realisasi Keuangan Triwnlan: Kesulitan mengumpulkan R0A160105.12 4 5] 8
administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa
Dokumentasi
Kegagalan mengidentifikasi permasalahan ROQI0105.13 4 3 12

Keterangan:

Kolom & diisi dengan nomor urut

Kolom b diis dengen nistke yang teridentifi kasy
Kolom ¢ dilsi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengsn skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan ekala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemmungkinan yang diberikan peserta

diskusi

Kolem f diisi denpan hagil perkalian antara skala dampak dan skala kemunglkinan
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Lampiran 2
Format 2.1
Contoh Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas
Naoma Pemda ¢ Pemerintah Habhupaten TAN GERANG, Provins| BaY TEN
Tahup Penilalan : 2021
Tujnan Strategis ! Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Peomerintabas : Uruzan Wajilb Pelayanan Dasar Bida_ng Hesehatan
Fo Risiko Prioritas Kode Risiko :_:zi“o i“’*" Penyebab Dam pa
Risiko ¥
a b C d e i G
I Risiko Strategls
1] Pelayanan kesehatan belum RSP, 1901.01,0 9 Kepala |1 Sarana prasarana AKI
memenuhi SPM Bidang = Daera |belum memadai AKR
Kesehatan h [Puskesmas FONED tinggl
tidak tersedia,) Aka
2 Jumlah tenaga Peningkatan kasus gizl
kesehatan belum buruk Kasus HIV meningkat
memadai Kasus TB meningkat
(Tenaga laboratorium, Angka kejadian Penyakit
Tidak Menular (PTM} tinggi
Angka kejadian Penyakit
Menular tinggl
Angka stunfing tingsi
1| Risiko Strategis OFD 1
1) Sarana pendukung ANC kurang |RS0.19.01.05.0 1  |Kepala |- Alat pendulkung ANC Kualitas pelayanan ANC
memadai 3 Dinas |tidak dikalibrasi tidek sesuai SPM kesehatan
- Reagen dan alat
pendukung ANC kurang
- Tenags laboratorium di
Puskesmag kurang
0| Risiko Operasional OPD L
Dinas
Heosehatan
1| Data Thu hamil miskin yang RAOC180I05.0 16 |Kepala |Kurangnya koordinasi Perencanaan kurang tepat
belum memiliki jaminan 2 Bidang |dengan Dinas Scafal
kesehatan lainnya dari
kecamatan dan kelurahan
belum ada
Keterangan

Kolom a diis{ dengan nomor urut
Kolom b difsi dengan risiko prioritag
Kolom ¢ diisi dengan kode risiko
Kolom d ditsl dengan skala risike
Kelom e diisi dengan pemilik risiko
Kolom f diisi dengan penyebab
Kolom g diisi dengan dem pek
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Contok Formulir Kertas

Kerja

Lampiran 2
Format 2.m

Penilalan atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutubkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten TANGERANG

Tahuo Pexnilaian 1 2021
Eondigi Lingkungan Pengendalian Reacana Tindak Porbaikan .
! yaog !%uransg Mema?lai Lingkungan Pengendaliag Penanggung jawsah 3:;8::1:::;!::
= B c d E
L Ponogakan Integritas dan Nilai Etika
1|’Banyak terjadi pencopotany mutasi Analisisfkajian kelemahan Inspektorat Triwulan I 2020
pejabat dacrah karena tersangkut pengendalian kepatuhan hukum
kasns hukum
I Homitmon Terhadap Kompotensi
1| Pegawai belum ditempatlkan sesuai Penyusunan peta kompetensai dan | BKPSDM Triwulan [II 2020
denigan kompetensi dan penipalaman | perbaikan S0P penempatan
e wal
2 | Kualifikasi dan kompeicnai Dokter Rekruimen dokter dan tenaga Dinas kesehatan Triwulan 1 2020
serta tensga keschatan df RSUD kesehatan
Kabupaten TANGERANG belum
memenvhi kebutuhan gkan
pemberian pelayanan kesehatan df
Era
JEN
OI |Kepemimpinan yang konduasif
1| Pimpinan belim miénetapkan Penyusiunan kebijaken Sekda Triwulan 12020
kebijakan pengelolaan
pengeinlaan raiko riaiko
2| Rencana strategis dan rencana kerja | Pendaian risiko rencana Sekda, BPFD Triwulan 12020
pemda belum menyajikan informasi strategis dan rencane kera
mengenai rgike
3| Pelayanan pasien BPJS df Kabupaten |Evaluesi pemberian layanan dan  |Inspektorat Trwulan | 2020
TANGERANG belum optimal dan kepatuhan regpulasi
terdapat remiasi Dinas Kesehatan
Kabupaten TANGERANG ndalk
berjalan sebagaimans mestinya vaitu
ketentuan mengenai praktic Dolcter
IVPenyusunan dan Pencrapan Hebijakan yanyg Sehat teptang Pembineap SDM
1| Pemia. belum mengintemealisasi Sesialisasi budayws rsito pada Sekda Setiap bulan
budaya sctiap
sadar risiko rapat_bulanan
2| Belumn terdapat pemberien reward Kajian rancangan permberfan BKPSDM Triwulan 1 2020
dan/atan punishment atas pengelolaan | reward
riziko dan/atau punistvnent atas
pengelolaan risfky
3| Evaluasi kinerja pegawal belum Kajian rancangan perhitungan BXPSDM ‘Triwulan I 2020
dipertimbanglkan dalam perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan
Penghagilan
4| Anggaran pengembangan 8DM belum | Kebijakan efisiensi penggunaan BKPSDM Triwulan | 2090
Memadal Anggaran
5| Pemerintah Kabu paten TANGERANG | Penyusunan strategi Dinas kesehatan Triwulan 0 2020
belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan
pemenuhan dan pendistribusian SDM | pendistribusian SDM keschatan
lrgcs?‘h atandi {Re komendasi BPK)
Puske sing
6] Pemenuhan tenaga kesehatan di Perbaikan sistem Pemenuhan RSUD Kala patery Triwulan [ 2020
RSUD Kabupaten TANGERANG belum |tenaga kesehatan df RSUD TANGERANG
memperhatikan tingkat kebutuhan Kabupaten TANGERANG
dalam pemberian [Rekomendesi BPK)
pelavanan kesehatan
VPorwujudan Peran APIP yang Efckelf
1| Inspektorat Daerah beium melakukan |Perbaikan prosedur pengawasan | Inspektorat Triwulan [ 2020
audit kinerja atas penyelenggaraan kinerfa dan penyusunan PEFT
urusan keschatan dalam tingkat inspektorat
strategis
Keterangan

Kolom a diisi dengat nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadal
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target walctu penyelesaian RTP
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Lampiran2
Format 2n

Contoh Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Fama Pemdr : Pemerintah Kabw paten TANGERANG, Provinsi BAN TEN
Teahuoa Pentlainn 2021
Tuman Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Wusan Pemerintabhan : Urtitsan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
; L o ] i ¥ Kode |Uraian i Rencana Tindak Peanilii/ Target Waktu Penyelesaian
No | Risike Prioritas Riik | Pe dalia, Celah p dali Penangeun
m il ngendalian sl Pengendalian engen an g jawab
o yang Sudak Ada *)
| B c d E F £ h
1| Risiko Strategis E
1| Pelayanan keschatan belurn memenuhi RSP.1Y. S0P Prosedur pengendalian | Rekrutmen tenaga Kepala Daecrah | Triwvualan IV 2020
ZPM Bidang Kesehatan 0 Pertolongan tidak dapat honorer Keschatan
L.01l02 | Persalinan dilaksanakan
1| Risiko Strategis Dinas
Kesehatan
I|Sarana pendultung Ante Natal Care (ANC) [RS0.19. |SOF Kalibrasi Alat |Prosedur penpendalian | Evaluasi atas Kepala Dinas |[Triwulan | 2020
kurang memadai 0 belum dilaksanakan implementasi 30P
1.05.03 Kalibrasi Alat
Standar Prosedur pengendalian | Evaluasi atas Eepala Dinas | Triwulan I 2020
Pelayanan belum dilaksanakan implementasi Standar
Puslcesmas Pelayanan Puskesmas
(Permenkes
Nomor 75 Tahun
2014)
l|Risiko Operasional Dimas
Kesehatan
1Data ibu hamil miskin yang belum RO(.19 |Juknis Prosedur pengendalian | Evaluasi atas Kepala Bagan | Triwulan 11 2020
memilild jaminan kesehatan lannya dari |- Penggunaan DAK belum dilaksanalean implementasi
kecamatan dan kelurahan belum ada VL0350 |Non Feik (Perrenkes Nomor 3
2 {Permenlees Nemor Tahun 2020)
3
Tahun 20201

Keterangan
Kolom a diist dengan nomor urut Kolem b diisi dengan risiko prieritas Kolom c diisi dengan kode risilo

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contch SCP Pemeliharaan:
Gedung dibersthkan 2 kali schari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efskfif:
Kebijakkan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risike yang teridentifikasi,
Prosedur pengendalian bejum/tidak dapat dilaksanakan,
Kebijakan belum diilaw] dengan prosedur baku yang jelas,
Kehijalean dah prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhlan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolem h difsi dengan target wakiu penyelesaian RIP

i
]
&
i




- T

ITahun 2099}

Keterangan
Kolom a difsi dengan nomor urdt

Kolom bdiisi dengan Kegilatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Eolom ¢ diisi dengan Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penérimme Infornasi

Kelom f diisi dengan Rencana Waktu Peiaksanaan
Kolem g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Lampiran 2
Format 2.0
CONTOH
PENGEKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBARGUN
Mama Perwda : Pemorintan Kabupaten XYZ
Talwn Pexnilaian 1 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatzn masyarakat
Urusan Femerintahan s Urusar Walii Pelayanan Dasar Bidang Kesahatan
Mo !Cg:g:i‘-lén:n Pengendalian yang Dibutubkan B Megl_ia fBentuk Sarwma  Penyedia Informasi . Penerima Informasi | Reocona ‘Walite Realisasi Wakiu Keterangae
an = ) L ~ Penghomunikasian ] b= ~ Pdaksanaan Pelaksanaan ul :
A | B E = b C T 0 e T =hE E 5]
Telah dilaksanakan dan
1 |Reknimen tenaga honorar kesehatan Rapat Sekda/Bappeda O LT L Trivadan T201g Februart 2019 ditindaldan juti.
Dodounentasi berupa notulen
" = Telah dllaksinakan dan
. Evaluasi alas implementasi SOP Al Kalibrasi Rapat/Surat Fdaran Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan lerkai N Febiriiars pong ditindaKlanjutr,
Dokumentasi berupa
ootulen
Telzh dilaksanakan dan
3 |Ewvaluasi atas implemeniasi Standar Rapat/Surat Edaran Dinas Kesehaan Staf Dinas kesehatan terkait ‘Trivulan lzoig Febouan 2019 ditindaldanjuti
Pelayanan Puskesmas Dokumentasi berupa
i - Telah drlaksanakan dan
4 |Ewaluasi ales implemenltasi (Permenkes Nomor | Rapat/Surat Edaran Dimaz Kesebatan Saf Dins kesehatan terkait Triwulan [2019 Fabruari 2010 di tindallaniuti.

Dokumentasi herupa
notulen




-18-

Lampiran 2
FormatZ.p
CONTOH
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Habupaten TANGERANG

Tahun Penilaian 2021

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan : Urusan Wailh Pelayanan Dasar Bidan% Kesehatan

Rencana Waktu x
X || IS KegintaniPengondalian pare Eentuk/Metode Pemantauan Penanggung Jawab Pl akar Realisasi Waktu Keterangan
PR et ey A yang Diperlukan Pemantauan P L Pelaksanaan
A b c d [ f £
Kepala Dinas Menitoring telah

1 [Relzutmen tenaga honorer kesehatan

Konfirmasi persiapan dan
laporan pelaksanaan keglatan

Kesehatan Direktur
R3UD

Oktober. November,
Desember 2020

Qktober. November,
Desember 2020

dilaksanalar,
didekumentasikan, dan

didistribusikan
Kenfirmasi pelaksanaan Kepaly, Diizas Monitoring telah
2 |Evaluasi atas implementasi SOP Alat P Kesehatan Direktur Semester [ Juni 2020 dilaksanalkan,
Kalibrasi tgp‘;ﬁrll pelaksanass, RSUD didokumentasikan, dan
€ didistribusikan
] : : : Kepala Dinas Monitoring telah
Stand
3 g:&l“;j;ﬁt;su;ﬁzzgmm S f:“f;i“;@;‘:ﬁﬁm Keschatan Direktur  |Semester 1 Juni 2020 dilaksanakan,
4 kep_am P RSUD didokumentasikan, dan
B didistribusikan
. ; Kepala Dinas Monitoring telah
tasi (P k
4 E‘;ﬁﬁfsé ?ﬁulrfﬂng;’gfn Ll Ezniﬁasllﬁzﬁjﬁm Kesehatan Direktur | Semester I Juni 2020 dilaksanalean,
kcgiatan Y RSUD didokumentasikan, dan
didistribusikan
Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b dizsi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom cdiisidenganBentuk/ Metode Pemarttauan yane Diperlukan

Kelorn d diis{ dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kdlem e difsi dengan Waktu Pelalsanaan Pemantauan
Kolom fdiisi dengan Rencana Walthn Pelaksanagn

Kolom g disi dengan Keterangan tambahann
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Lamparan 2
Format 2.q
CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
[Nama Pemda : Pemerintah Kebupaten TANGERANG, Provinsi BANTEN
|Tabun Fenilsisn 1 2021
Tujuan Strategis : Meningkatkan dernjat ) hatan masyaralat
Urugin Pemerintehan t Trusan Wajib Pelayaoan Desar Bidang Kesehaten
Kejadl ]
N| *Risiko” vang Hode Risiko an Keterang R Rencan | Reallus! Keteranga
-] Terldentifikaxi Risiko an T a Pelakseca 3
P FPolakeaan an RTP
Tangg Secbab Deamp #o RIP
al wlc
terjudil
I|Risi{ko Strategis Pemda
1|Pelayanan kesshatan belum |RSR 190101 [Maret [Jumilah Wematia |Diisi Rekrutmen Triwulan |Oktcher 3020 [Tdah
memenuhi SPM Ridang (o] 2020 |tenaga n Bayi |dengan tenaga W dilaksanalka
Kesehatan kesehatan keterangan| honorer 1, efektifitas
belum tam bahen |kesehatan RIP beium
memadai n dapat dilteun
{Tenaga
laboratoriu
m, dokter,
teraga
| keseha tany)
Masalah /Risilko Bartl;
1| Risilko Btrategis Dinas
Heozehrtan | 5 ) )
1fSarana pendulung ANC RS319.0105, |Tidak Tidak |Tidak Tidak Evaluasi atas Triwulan! |Maret 2020 Telah |
kurang memadai [ve] Terjadi |  Tefadl |Teradi |Teradi i mplementas! SCP dilaksanaka |
Kalibrasi Alat n dan
ditinrdaklani
_ uti
Evaluasl atas Triwulan I |Apsl2 Talah
rnplementasi dilaksanaka
Standar n dan
Felayanan ditindaklan j
Puskesmas 1
Masalah/Ristko Bar:
Il Risiko Opurasionel Dinas
Kesshatan
lpata 1 hemdl miskin yang  JROQL9.0105.|Tidak Tidak |Tidak Tidak Evaluasi atas Trwilsn T |Apr-19 Telah
belum memiliki jaminan m Terjadf Terjadi  [Terjadi  [Terjadi implementasi dilaksanalka
kesehatan lairmya dard [Permenkes n dan
kecamatan dan kelirahan Nomor 3 Tahun ditindaklanj
belum ada 2020 uti
Masalah/Risiko Banu

Letemngan

Kolom a disi dengan nomer uni

Kolom b diis{ dengan
risilco yang

teridentii kas{ Kolom c
diisl dengan kode risilo

Keolom d diisl dengan tanggal terjadinye risike pada tahun begjalan
Kolom c diisf dengan penyebab peristiwa Hsiko sa@ terjedi pade tahun berjalan
Kolom 1 diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diiaf dengan keterangan tambahann
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Lampiran 2.1
CONTOHM
KQODE RISIKO
: Tahun " Entitas/OPD Nomor urnut
TRT gtﬁt Pelaksanaan éies?}ii yang di iock
Penilaian Risiko Menilai Entitas/OP
D
RSP 19 )] 01 01 RSP.19.01.01.0
1
RSO 19 02 05 01 R50.19.02.05.0
1
ROO 19 @ 3 01 RO0.19.03.25.
1

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut
RSP  Strategis Pemda
R50  Strategis OPD
ROO  Operasional OFD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Femda terdiri dari 2 angka sebagei berikut

01 Pendidikan

(2 Kesenatan

(3 PU dan Tata Ruang

4 Perumahan dan Kawasan Permuldiman

Ketentramean, Ketertiban Umum, dan

Pertindungan

Masyarakat

06 Sosial

07 Tenaga Kerja

(8 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan
Anak

(9 Pangan

10

11

12

8]

Pertanahan
Lingkungan Hidup

Administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil

13 mebcrdayaan masyarakat dan desa

14 Pengendalian penduduk dan keluarga
berencana

15 Perhubungan

16  Komunikasi dan informatika

17 KUKM

18 Penanaman Modal

19 Kepemudaan dan olahraga

20 Statistik

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berilmt:

0l Pemda
Selkretariat Daerah
Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Sosial

Dinas Ketenagakerjaan

BEB8 BIR&G ¥ &R

Anak

Dines Pekerjaan Umum dan Pénataan Ruang

Dinas Pemmberdayaan Perempuan dan Perlindungan

21

BAREYY HE U828 BRYR HMERR

BNRR FBE

Persandian

Kebudayaan
Perpustakaan

Kearsipan

Kelautan dan perikanan

Pariwisata

Pertanian

Kehutanan /Perkebunan

Energi dan sumber daya mineral

Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi
Penyusunan Kebijekan dan Koordinasi Administratif

Administrasi Kesekretariatan DPFRD
Pembinaan dan Pengawasan

Perencenaan pembangunan, lithang
Keuangan dan Pendapatan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Bencana

Pelitik

Lainnya

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil
Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu

Satu Pintu

Dinas Pariwisata

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Perindustrian

Dinas Perpustakaan dan kearsipan

Dinas Pertanian

Dinas Perikanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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16
17

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keliarga
Berencana

-21-

BREey

Badan Pengelolaan keuangan, Asst Daerah
Badan Kepegawaian Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
RSUD

Lainnya
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Lampiran I Format 3

Contoh
Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Pemerintah Kabupaten Tangerang

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan
pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B, Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan
baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait
ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar
pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi
batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko

pemerintah daerah.

II.  Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei
persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi
lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada

pemerintah daerah.
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B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna
memperbaiki Lingkungan pengendalian yang
mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di

pemerintah daerah.

HI.  Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan
Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis
pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat
memilih  beberapa urusan wajib/pilihan dengan
mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi
dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional
lainnya.

B. Hasil ldentifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap
atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko,
penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak
risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil
Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang
merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan
dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian
yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait
dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani
(dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang
masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-
masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena
masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang
sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.



IV.
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Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam
pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan
pengendalian sesuai yang diinginkan.

Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya
dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan
berjalan efektif

Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan
risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga

RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).
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2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

2. 1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Il

IL

Laporan Triwulan I/II/III/IV
Pengelolaan Risiko

Pemerintah Kabupaten Tangerang

Pendahuluan

A, Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan
pengelolaan risiko serta gambaran umum  kebijakan
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik
yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun
peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko
pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke
pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah,

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan

konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwulan I/11/111/1V

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap
risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut.
Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari

periode triwulan sebelumnya.
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B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Triwulan I/I1/111/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap
risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan
juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana
kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.
Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala
atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau
hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan
realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko
dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan
pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring
ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan
RTP untuk periode triwulan berikutnya.
Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan
pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan
dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan
risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan
pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan

kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran
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2.2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Laporan Triwulan I/II/II1/IV
Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Kabupaten Tangerang

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
kepada unit kepatuhan.

B. B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit
kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risike dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas
pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian
yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah
dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan
terhadapkegiatan pengendalian yang dibutuhkan,
bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung
jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi
waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam
pemantauan kegiatan pengendalian,

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun fieedback atas
kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan
kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada
UPR.

Lampiran-Lampiran
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2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Laporan Triwulan I/II/III

Komite Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tangerang

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang
meliputi  sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan

pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada wunit
kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam

kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu
juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu
instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi
langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko
dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan

pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.
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D. Rekomendasi/ Fzzdback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendas), saran, ataupun fizzdback atas
kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun
teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan

risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.
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